DUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWADBAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANOGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang ¢ o. bahwa untuk melaksanakon ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraruran Daerah
tentang Pertangeungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapaton
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Hakyat Daerah
dengan dilampin Laporan Keuangan yang telah dipenksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat & {enam) bulan setelah
tahun angparan berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggunglawaban
Pelaksanaan APBD Kabupalen Muara Enim Tahun Anggaran 2020;

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Nepgara Republik
Inddonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2B Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerzh Tingkat 1T dan Kota Praja i Sumaiera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nemor 73, Tambahun
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 1521);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Banpunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomer 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
3312) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor
3560);

1, Undoapg-Uncdang Nomor 21 Tahun 1997 entang Bea Perolehan
Hak Maow Tanah din Baogunan (Lemibaran Negarn Republik
Indonesla Tahun 1997 Nomaor 44, Tombahan Lembarn Negara
Repulllke  Indonesin Nomor  36H8);  sebagadmana  telah diubah
denpgin Undong-Undang Nomor 20 Tahuan 2000 (Lembaran Negari
|fl'|Hl|r||J{ bridomiesila Tl 20000 Noao A0, Tomtwbian Lembaran
Nepinn Repubilik Tidonesia Nomor J9sH),
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Undang-Undang Nomor 28 Taliut 1999 tentang Penyelengraraan
Negarn yang Bersih dan Bebos dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor 385175,

Undang-Undang Nomuor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Nepgara Repulilile Indenesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lemhoran Kegarn Republik Indonesia Nomar 42860);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbenelaharann
Negarn (Lembaran Negora Republik Indonesia Tahup 2004 Momor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pemneriksaan
Pengelolnan dan Tangeungiawab Keuangan Megara (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Repuliik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomoer 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanann Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 4521}

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Dacrah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Neomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerzh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244  Tambahan Lembuarun Negara Republik Indonesia Nomor
5589) sehagaimana telah beberapa kali dmbah terakhir dengan
Undang-Undang MNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomeor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaran  Pemerintohan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemenntah Nomor 23 Tuhun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik [ndonesia Nomor 4302 sebagalmana  telah  diubah
dengan Peraturan Penerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peratiran Pemenintioh Romor 23 Tohun 20035
tentang Penpgelolaan Keuangon Badoan Layanan Umum |{Lembarmn
Nepgora Repubilik Indonesin Tabiun 2012 Nomwor 171, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesin Nomor 53490,

Peraturan Pemerintull Nomor 54 Tahun 2005 tentang  Pinjanan
Daerah (Lenbarun Negara Bepubilik Tndonesia Tuhun 2005 Nomor
136, Twmbiluwin Lemibaran Nejgara Republih  ndonesia Nomr
4574);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Toambahon Lembaran Nepara Republik  Indonesia
Nomaor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambohon Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4570,

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang libah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemecrintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemecrintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Pemerintalh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daecrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Numor 547);

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman  Evaluasi  Roancongan  Peraturan Daerah  tentang
Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan
Belanja Dacrah don Kancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabnrun Pertanpponpawnbion Peluksannan Anggaran
Pendapatan dun Belunja Daerah (Beritac Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

. Peraturan Menteri Dalom Repert Nomor 33 Tahun 2009 tentang

FPedoman Penyusunan Anpgaran Pendoapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anpparan 2020 (Berita: Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomur 655),

Peraturan Mentern Diadoon Neperd Nomaor 77 Tahun 2020 entang

Pedoman Teknis Penpelolaan Keuangan Dacrah (Beritu Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
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Peraturan Daecrah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daernh Kabupaten Muara Enim
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daecrah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daecrahh Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan  Keuangan Daerah  [Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Mencngah Dacrah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2019 Nomor 7);

. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 22);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DAN
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

(1)

(2)

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat :

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anpgaran lebih;

c. laporan operasional;

d. laporun perubahan ekuitns;

€. neraca;

f. laporan arus kas; dan

g. calatan alas laporan keuangan,

Laporan keuangan scbaginmann dimaksud pada ayat (1) dilampin

dengan Laporan Kinerja dan lkhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahann Daerah.
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Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

a. pcndapatan Rp. 2.460.176.937.889,87
b. belanja Rp. 2.511.881.673.253,79
surplus/(defisit) (Rp. 51.704.735.363,92)
c. pembiayaan
1. penerimaan Rp. 827.460.012.178,95
2. pengeluaran p. 10.697.797.049,04
pembiayaan netlo Rp. 316.762.215.129.91
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 scbagai berikut :
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.455.731.942,37 dengan rincian scbagai berikut @
1. anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp. 2.459.721.205.947,50
2. realisasi Rp. 2.460.176.937.889 87
selisih lebih/ (kurang) Rp. 455.731.942,37

b. selisih anggaran dengan rcalisasi belanja sejumlah
(Rp.264.599.776.008,62) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran belanja setelah

perubahan Rp. 2.776.481.449.262,41

2. realisasi Rp. 2.511.881.673.253,79
selisih lebih/(kurang) (Rp. 264.599.776.008,62)

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp.265.055.507.950,99 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran surplus/defisit sctelah

perubahan (Rp. 316.760.243.314,91)
2. realisasi (Rp.  51.704.735.363,92)
selisih lebih/(kurang) Rp. 265.055.507.950,99

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah (Rp.5.048.005,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 327.465.060.183,95
2. realisasi Rp. 327.460.012.178,95
selisih lebih/ (kurang) (Rp. 5.048.005,00)

e. selisih anggaran  dengan realisasi  pengeluaran pembiayaan
sejurnlah (Rp.7.019.820,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pengeluaran pembiayann

setelah perubahan Rp. 10.704.816.869,04
2. realisasi Rp. 10.697.797.049,04
selisih lebih /(kurang) (Rp, 7.019.820,00)

f. selisih anggaran denpgan realisasi pembiayaan  netto sejumlah
Rp.1.971.815,00 dengan rincian sebopgoai berikut:
l. anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 316.7060.243.314,91
2, rcalis_at*_:i Rp. 316.762.215.12991
selisih lebih/ (kurang) Rp. 1.971.815,00
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Pasal 4

leipnran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

d1mak§ud dalam Pasal 1 ayat (1) hurul b untuk tahun y
sampai dengan 31 Desember tahun 2020 scbagai berikut :
a. saldo anggaran lebih awal Rp. 327.465.060.183,95
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan

scbagaimana
ang berakhir

pembiayaan tahun berjalan Rp, 327.460.012.178,95
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
(SILPA/SIKPA) Rp. 265.057.479.765,99
d. koreksi kesalahan pembukuan
tahun sebelumnya Rp. (5.048.005,00)
c. saldo anggaran lebih akhir Rp. 265.057.476.765,99
Pasal 5

Laporan Operasional scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
tahun 2020 sebagai berikut :

a. pendapatan operasional Rp. 2,025.253.372.105,25
b. beban operasional Rp. 2.119.888.502.504,76
¢, surplus (defisit) dari kegiatan _

operasional (Rp. 94.634.630.399,51)
d. suplus (defisit) dari kegiatan ~

non operasional (Rp. 746.975.036,00)
e. surplus (defisit) sebelum pos o

luar biasa (Rp. 95.381.605.435,51)
f. pos luar biasa Rp. ___0,00
g. surpus (defisit) - LO (Rp. 95.381.605.435,51)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
avat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. ckuitas awal Rp. 5.823.738.894.374,67
b. surplus (defisit) - LO (Rp. 95.381.605.435,51)
¢. dampak kumulatif perubahan
kebijakan/kesalahan mendasar Rp. 241.308.031.690,74
d. ckuitas akhir Rp. 5.969.6635.320.629,90
Pasal 7

Neraca schagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huraf e per 31
Desember tahun 2020 sebopni berikul ;

a. jumlah asel Rp. 6.075.203.768.451,60

b. jumlah kewajiban Rp. 105.538.447.821,70

¢. jumlah ekuitas Rp. 5.969.6065.320.029,90
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimuna  dimaksud dalam  Pasal 1 avat (1)

hurul f untuk wwhun yung berakhic sampai dengan 31 Desember
tahun 2020 sebapai berikut ;

a. saldo awal kas BUD Rp. 327.401.497.178,95
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 490.281.435.905,68
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' igiskkas dari aktivitas investasi aset
cuangan
d. arus kas dari aktivitas (Rp. 541.986.171.269,60)

pendanaan
o nia (Rp.  10.697.797.049,04
¢. arus kas dari aktivitas transitoris Rp. P 1.475.000,00 "

saldo akhir kas BUD Rp. 265.058.954.765,99

: Y

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat [}] h.urul' g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara
kuantitatil maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Lampiran sebagai
berikut :

a. lampiran [ : laporan realisasi anggaran;
lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
lampiran 1.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

lampiran 1.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut  urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan; dan

lampiran 1.4  : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

b. lampiran Il : laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. lampiran IlI : laporan operasional;

d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;

e. lampiran V ! neraca;

{f. lampiran VI : laporan arus kas;

g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;

h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;

i, lampiranIX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak
lertagih;

j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisthan
dana berpgulir:

k. lampiran Xl : daftar penyertann modal (investasi) dacrah;

. lampiran X1 : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

m. lampiran XIIl ; dafltar rekapitulasi aset tetap;

n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

o. lampiran XV  : daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. lampiran XVI : daltar dana cadangan daerah;

q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;

r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
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s. lampiran XIX d:':l'tnr kegiatan-kegiatan yang belum
d!sclcsnikan sampai  akhir  tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

t. lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daecrah / Perusnhnan Daerah;dan

u. Lampiran XXI : ikhtisar laporan pertanggungjawaban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2019 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 11
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lamgzr_am
yang merupakan bagian tidak lerpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan  Peraturan  Bupali  tentang pr:pjabar_an
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 jpusius 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM,
dilo.

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.
Diundangkan di Muara Enim
pada tangpal 25 sgustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR 1,

NCREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (1=g4/2021)
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